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ABSTRAK

Terbitnya PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, tengah menjadi terobosan baru
pemerintah untuk mendukung perkembangan kegiatan ekonomi kreatif. PP a quo
memberikan legalitas fasilitas pembiayaan, dengan menjadikan Hak Kekayaan
Intelektual sebagai objek jaminan. Hal ini menjadi acuan bagi konten kreator atau
youtber untuk mengembangkan usaha ekonomi kreatifnya, dengan menjaminkan
sertifikat kepemilikan konten YouTubenya kepada lembaga keuangan untuk
mendapatkan fasilitas kredit. Namun sejak diterbitkannya PP a quo, hingga saat ini
belum ditemukan pihak perbankan yang siap memberikan produk kredit dengan
skema pembiayaan kekayaan intelektual. Berkaitan dengan permasalahan ini, maka
perlu adanya pembedahan lebih lanjut baik dari aspek yuridis dan prespektif
normatif. Pada penelitian ini, peneliti meninjau PP a quo dengan teori Kepastian
Hukum dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan dengan prinsip prudential dalam
memberikan kredit.

Jenis metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif.
Penelitian hukum normatif berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti
hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah, yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum.
Sifat penelitian ini ialah prespektif dan terapan sebagaimana output dari penelitian
ini ialah argumentasi hukum para ahli sebagai gambaran tolak ukur tercapainya
tujuan hukum.

Berdasarkan penelitian yuridis normatif terhadap PP No. 24 Tahun 2022,
melalui teori Kepastian Hukum. Pada PP a quo masih terdapat beberapa celah
kelemahan hukum, seperti kurangnya instrumen hukum lain yang mendukung
terlaksananya tujuan PP a quo. Serta belum terciptanya standarisasi penilaian
kekayaan intelektual sebagai objek jaminan, yang menyebabkan pihak perbankan
belum cukup siap untuk menerapkan maksud PP Na. 24 Tahun 2022. Sedangkan
pada prespektif Hukum Jaminan Perbankan dengan prinsip. prudential, konten
YouTube. sebagai ohjek jaminan berbasis Kekayaan Intelektual masih belum
representatif untuk menanggulangi risiko Kredit.

Kata kunci: Pembiayaan Ekonomi Kreatif, konten YouTube, Kekayaan Intelektual,
kepastian hukum jaminan kredit.



ABSTRACT

The issuance of PP No. 24 of 2022 concerning the Implementation Regulations of
Law No. 24 of 2019 concerning the Creative Economy is a new breakthrough by
the government to support the development of creative economic activities. The PP
a quo provides legality for financing facilities, by making Intellectual Property
Rights the object of collateral. This is a reference for content creators or YouTubers
to develop their creative economy businesses, by pledging their YouTube content
ownership certificates to financial institutions to obtain credit facilities. However,
since the issuance of the PP a quo, until now no banks have been found ready to
provide credit products with intellectual property financing schemes. In connection
with this problem, it is necessary to have further dissection both from a juridical
aspect and a normative perspective. In this study, researchers reviewed the PP a
quo with the theory of Legal Certainty and Banking Credit Guarantee Law with
prudential principles in providing credit.

The type of research method used is normative juridical research.
Normative legal research focuses on the rules or principles in the sense of law
conceptualized as norms or rules, which are sourced from legislation, Court
decisions, and doctrines of leading legal experts. The nature of this research is
prospective and applied as the output of this research is legal argumentation as a
benchmark picture of the achievement of legal objectives.

Based on normative juridical research on PP No. 24 of 2022, through the
theory of Legal Certainty. In the PP a quo there are still some gaps in legal
weaknesses, such as the lack of other legal instruments that support the
implementation of the objectives of PP a quo. As well as the lack of standardization
of intellectual property valuation as a collateral object, which causes banks to not
be sufficiently prepared to implement the intent of PP No. 24 of 2022. Meanwhile,
in the perspective-of Banking Guarantee Law with prudential principles, YouTube
content _as_an, object” of Intellectual Property-based collateral is still not
representative to overcome credit risk..

Keywords: Creative Economyfinancing, 'YouTube account; intellectual property,
credit guarantee legal certainty.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pada kegiatan yang disebut “ekonomi” lazim dengan
berkembangnya zaman. Alvin Toffler (1980) dalam teorinya menyebutkan bahwa
ekonomi mengalami tiga gelombang dalam perkembangannya. Pertama, ialah
pertanian. Kedua, ekonomi industri, dan ketiga adalah ekonomi informasi. Hingga
para ahli ekonomi mendefinisikan era ini memasuki gelombang ekonomi kreatif.

Ekonomi kreatif pertama kali dikenalkan oleh John Howkins dalam
bukunya “The Creative Economy: How People make Money form Ideas” pada
Tahun sekitar 1997 di Amerika Serikat. la juga menjelaskan ekonomi kreatif
sebagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar
waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan
berulang. Karena bagi masyarakat, menghasilkan ide merupakan hal yang harus
dilakukan untuk kemajuan.t

Ekonomi kreatif adalah proses ekonomi yang meliputi kegiatan produksi
dan distribusi barang-dan jasa yang didalamnya membutuhkan gagasan, ide kreatif
dan kemampuan intelektual untuk membangunnya.? Ada 17 Subsektor usaha yang

berkaitan dengan ekonomi kreatif atau “Ekraf” sebagaimana dijelaskan pada laman

1 «“Ekonomi Kreatif,” https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_kreatif akses 24 Januari 2024.

2 “Pengertian Ekonomi Kreatif: Ciri-Ciri, Jenis dan Manfaatnya Bagi Negara Indonesia,”

negara-indonesia/ , akses 24 Januari 2024.


https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_kreatif%20akses%2024%20Januari%202024
https://disparpora.ngawikab.go.id/pengertian-ekonomi-kreatif-ciri-ciri-jenis-dan-manfaatnya-bagi-negara-indonesia/
https://disparpora.ngawikab.go.id/pengertian-ekonomi-kreatif-ciri-ciri-jenis-dan-manfaatnya-bagi-negara-indonesia/

Kemenparekraf ~ (Kementrian ~ Pariwisata ~ dan  Ekonomi Kreatif).?
Peraturanmengenai Ekraf sendiri mengalami perkembangan sejak diterbitkannya
Inpres (Instruksi Presiden) No 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonmi
Kreatif, UU No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan PP No 24 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Ekonomi Kreatif.

Potensi Ekraf di Indonesia cukup gemilang, dengan data statistik PDB
(Produk Domestik Bruto) Sektor Ekonomi Kreatif di Tahun 2019 yang mencapai
1.153,4 Triliun.* Terdapat tiga subsektor sebagai penyumbang terbesar PDB
ekonomi kreatif dengan total kontribusi setiap Tahun mencapai kisaran 75%.
Dengan klasifikasi subsektor kuliner sebesar 42%, subsektor fashion 18% dan
subsektor kriya 15% dari total PDB ekonomi kreatif.>

Salah satu bentuk dukungan pengembangan ekosistem Ekraf dari
pemerintah adalah fasilitas pendanaan dan pembiayaan.® Skema pembiayaan
ekonomi kreatif adalah berbasis kekayaan intelektual. Subsektor yang ingin dikaji
oleh peneliti adalah bidang konten film, animasi dan video pada platform YouTube

yang kemudian dapat dijadikan sebagai‘objekjaminan fidusia. Sesuai pada PP No

3 “Subsektor Ekonomi Kreatif,” https://kemenparekraf.go.id/layanan/Subsektor-Ekonomi-
Kreatif, akses 24 Januari 2024.

4 “Statistik Ekonomi Kreatif 2020,” Kementerian Pariwaisata dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, hal 53.

> “Infografis Data Statistik Makro Pariwisata & Ekonomi Kreatif,” Kementerian
Pariwaisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hal 8.

6 Undang-Undang No 24 Tahun 2019, Pasal 10 c.


https://kemenparekraf.go.id/layanan/Subsektor-Ekonomi-Kreatif
https://kemenparekraf.go.id/layanan/Subsektor-Ekonomi-Kreatif

24 Tahun 2022 Pasal 10, bahwa Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat dijadikan
sebagai objek jaminan harus memenuhi dua syarat:

a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Kementerian

hukum dan HAM.

b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola dengan baik secara sendiri

dan/atau dialinkan haknya kepada pihak lain.
Artinya, konten YouTube yang ingin dijadikan sebagai objek jaminan adalah
konten yang sudah memiliki sertifikat Kekayaan Intelektual dan konten yang sudah
dikelola dengan baik hingga memiliki nilai ekonomis baik sendiri atau dialihkan
haknya kepada pihak lain.

Kekayaan Intelektual yang terletak pada konten YouTube memiliki Hak
Cipta sebagaimana ketentuannya diatur dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang
Ekonomi Kreatif. Yakni merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi ‘bagi' pemberi fiduisa atau debitur
dalam pengajuan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual kepada penerima
fidusia atau kreditur adalah’:

a. Proposal Pembiayaan.

b. Memiliki usaha Ekonomi Kreatif.

7 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2022, Pasal 7.



c. Memilik perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi
Kreatif; dan

d. Memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.
Selanjutnya pihak kreditur melakukan verifikasi usaha Ekraf dan sertifikat
Kekayaan Intelektual, penilaian Kekayaan Intelektual, pencairan dana kepada
Pelaku Ekonomi Kreatif dan penerimaan pengembalian Pembiayaan dari Pelaku
Ekonomi Kreatif sesuai perjanjian.

Hal yang kemudian menjadi problematik adalah ketentuan peraturan
penilaian Kekayaan Intelektual. Pada PP a quo Pasal 12 menyebutkan penilaian
Kekayaan Intelektual menggunakan 4 pendekatan, diantaranya adalah:

a. Pendekatan biaya.

b. Pendekatan pasar.

c. Pendekatan pendapatan; dan atau

d. Pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang

berlaku.
Petugas_yang hertugas menilai. Kekayaan Intelektual. adalah Penilai Kekayaan
Intelektual dan atau Panel Penilai yang sudah ‘'memiliki izin sertifikasi profesi
penilai publik dari kementerian, memiliki kompetensi di bidang terkait dan sudah
terdaftar. Penilai Kekayaan Intelektual atau panel penilai merupakan sekolompok

orang yang ditunjuk oleh lembaga keuangan.®

8 “Kekayaan Intelektual Jadi Agunan, Sandiaga Uno: Tim Penilai danri Bank dan Non
Bank.” https://nasional.kontan.co.id/news/kekayaan-intelektual-jadi-agunan-sandiaga-uno-tim-
penilai-dari-bank-dan-non-bank#google vignette, akses 24 Januari 2024



https://nasional.kontan.co.id/news/kekayaan-intelektual-jadi-agunan-sandiaga-uno-tim-penilai-dari-bank-dan-non-bank#google_vignette
https://nasional.kontan.co.id/news/kekayaan-intelektual-jadi-agunan-sandiaga-uno-tim-penilai-dari-bank-dan-non-bank#google_vignette

Teknis yang disediakan pemerintah untuk menilai Kekayaan Intelektual
masih dianggap problematik. Sebab, sependek sepengetahuan penulis masih
minimnya lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan yang bersedia
memberikan pembiayaan dengan objek jaminan konten/konten YouTube. Hal ini
mungkin disebabkan karena masih belum adanya kejelasan yang pasti terkait tolak
ukur penilaian Kekayaan Intelektual sebagai benda objek jaminan.

Direktur Regulasi pada Deputi Kebijaksanaan Strategis Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sabartua Tampubolon mengatakan pihaknya
dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) tengah berusaha keras untuk
menentukan semacam standar penilaian Kekayaan Intelektual. Hal ini menjadi
krusial karena masih belum adanya persamaan persepsi terkait standarisasi nilai
Kekayaan Intelektual.®

Peneliti mengkaji lebih dalam terkait fasilitas hukum yang diberikan oleh
Pemerintah melalui PP a quo bagi pihak kreditur dalam pembiayaan Ekraf berbasis
KIl, dengan pisau analisa teori kepastian hukum dan mengkomparasikan jaminan
fidusia berupa . Kekayaan Intelektual tersebut dengan prinsip prudential atau
perinsip—kehati-hatian “perbankan. “Penelitian—ini ‘dinilai cukup penting karena
kepastian hukum sangat dibutuhkan bagi pencari keadilan. Karena dengan
kepastian hukum yang tetap dapat menghindarkan kreditur dari kerugian melalui
hukum.

Rumusan Masalah

9 Badan Pembinaan Hukum Nasioal, KemenkumHAM RI, https://bphn.go.id/berita-
utama/butuh-intervensi-pemerintah-agar-skema-pembiayaan-berbasis-kekayaan-intelektual-
berjalan-optimal-3101, akses 27 Januari 2024



https://bphn.go.id/berita-utama/butuh-intervensi-pemerintah-agar-skema-pembiayaan-berbasis-kekayaan-intelektual-berjalan-optimal-3101
https://bphn.go.id/berita-utama/butuh-intervensi-pemerintah-agar-skema-pembiayaan-berbasis-kekayaan-intelektual-berjalan-optimal-3101
https://bphn.go.id/berita-utama/butuh-intervensi-pemerintah-agar-skema-pembiayaan-berbasis-kekayaan-intelektual-berjalan-optimal-3101

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti menentukan rumusan masalah
sebagai objek penelitian yang akan dikaji sebagai berikut:
a. Bagaimana kepastian hukum PP No 24 Tahun 2022 terkait pembiayaan konten
YouTube sebagai objek jaminan fidusia?
b. Bagaimana kedudukan konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia dalam
perspektif hukum jaminan dengan prinsip prudential kredit perbankan?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah guna menemukan argumentasi hukum, doktrin dari
para ahli dan penelitian ilmiah lainnya. Untuk dijadikan landasan secara
normatif bagi pengkaji hukum selanjutnya. Diantaranya peneliti akan:

a. Mengkaji validitas kepastian hukum terhadap penilaian Kekayaan
Intelektual dan eksekusi objek jaminan fidusia bagi kreditur sebagaimana
PP No 24 Tahun 2022. Serta mengkomparasikan kedudukan konten
YouTube sebagai objek jaminan fidusia dengan prinsip kehati-hatian
perbankan.

b. Menghadirkan bahan-bahan’hukum yang komprehensif sesuai dengan objek
penelitian dan menyajikan hasil penelitian dengan landasan teori dan
metode penelitian yang digunakan.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sedikit manfaat kepada pihak

yang berkaitan secara teoritis maupun praktis.

a. Kegunaan Secara Teoritis



Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pemikiran
dan penelitian selanjutnya guna memperkaya sudut pandang ilmiah dan
normatif pada pembahasan kepastian hukum terkait obyek jaminan fidusia
berupa konten YouTube.
b. Kegunaan Secara Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengetahuan
secara ilmiah bagi pihak berkepentingan, yang kemudian dengan hasil sudut
pandang penelitian ini dapat diaplikasikan dengan baik serta diharapkan
dapat memberi sedikit jawaban pada persoalan terkait.
D. Telaah Pustaka
Penelitian dari Nurul Laily yang berjudul “Konten YouTube Sebagai Jaminan
Fidusia Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun YouTube NK
KAFI).”1% Objek pada penelitian tersebut adalah bagaimana status dan kondisi
konten YouTube dari saudara NK Kafi, serta variabel apa saja yang harus dipenuhi
sehingga chanel YouTube tersebut dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia
kepada pihak kreditur. Selanjutnya peneliti juga menjabarkan syarat-syarat konten
atau chanel 'yang'bisa dijadikan sebagai obyek jaminan sesuai ‘dengan Peraturan
Perundang-undangan. Hasil pada penelitian tersebut adalah bahwa chanel NK Kafi
belum memenuhi syarat untuk dijadikan objek jaminan fidusia, karena pemilik
chanel tersebut belum mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya kepada

KemenkumHAM meskipun chanel tersebut memiliki nilai ekonomis.

10 Nurul Laily, “Konten YouTube Sebagai Jaminan Fidusia Prespektif Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Pada Akun YouTube NK KAFI),” skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang 2023.



Penelitian dari Princess Angeliani yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap
Identifikasi Chanel YouTube Sebagai Objek Jaminan Fidusia”!!. Jenis penelitian
ini merupakan penelitian hukum normatif. Pembahasan pada penelitian ini adalah
kritisisasi pengaturan hukum hak cipta terhadap chanel YouTube sebagai objek
jaminan fidusia dan hambatan-hambatan dalam menjadikan chanel YouTube
sebagi objek jaminan fidusia. Hasil daripada penelitian tersebut adalah bahwa pada
praktiknya, konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia masih terdapat
beberapa hambatan atau kendala. Diantaranya ialah: peneliti menjabarkan
permasalahan pada sistem valuasi chanel YouTube, stabilisasi nilai ekonomi chanel
YouTube dan jenis lisesnsi YouTube.

Penelitian selanjutnya oleh Diva Aditya Ramadhi dengan judul “Akun
YouTube Sebagal Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayan (Studi Pada Akun
YouTube Dosen Deso)”.*? Jenis penelitian ini merupakan penelitian Empiris, yang
sumber data primernya adalah wawancara sebagaimana sejenis pada penelitian
pertama diatas. Objek penelitian ini tertuju pada dua rumusan masalah. Pertama,
bagaimana menjadikan YouTube sebagai.sumber penghasilan. Kedua, bagaimana
akun YouTube sebagai benda” jaminan ‘utang™ untuk ‘melakukan pembiayaan.
Adapun hasil daripada penilitian ini falah pertama, akun YouTube dapat menjadi
sumber penghasilan yang potensial selama pemilik akun tersebut kreatif dalam

mengelola kontennya. Kedua, penggunaan akun YouTube sebaagai benda jaminan

11 Princess Angeliani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Identifikasi Chanel YouTube Sebagai
Objek Jaminan Fidusia,” skripsi Universitas Lampung Bandarlampung 2023.

2 Diva Aditya Ramadhi “Akun YouTube Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian
Pembiayaan (Studi Pada Akun YouTube Dosen Deso),” skiripsi Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim 2023.



tidak semuanya bisa, melainkan hanya akun YouTube yang memiliki ekonomis dan
terdaftar dalam lembaga DJKI.

Penelitian kepustakaan yang terakhir adalah jurnal yang berjudul “Analisis
Konten YouTube sebagai Jaminan Fidusia pada Perbankan Syariah”!3. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan perundangan-undangan. Objek penelitian ini adalah bagaimana
respon lembaga keuangan dalam menanggapi kebijakan pembiayaan ekonomi
kreatif serta bagaimana kepastian hukum bagi content creator YouTube
mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Hasil daripada penelitian
tersebut ialah peneliti menilai bahwa penerapan peraturan sebagai fasilitias hukum
yang diberikan pemerintah masih memiliki celah dan masih diperlukannya sistem
atau aturan yang baku yang mengatur secara eksplisit bagaimana menilai secara
ekonomis tentang kekayaan intelektual.

Perbandingan objek penelitian yang akan dikaji oleh peneliti terhadap telaah
pustaka diatas yakni penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum
yuridis normatif._Peneliti “meneliti [ebih~ dalam terkait kepastian hukum bagi
kreditur-sesuai’ peraturan ‘yang diperundangkan. Apakah hukum tersebut sudah
menjadi jaminan hukum bagi kreditur sehingga dapat mendapatkan perlindungan,
merasa aman dan adil ketika berusaha melaksanakan peraturan pembiayaan

ekonomi kreatif. Serta mengkaji kesesuaian prespektif hukum jaminan perbankan

13 Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno dkk, “Analisis Konten YouTube sebagai
Jaminan Fidusia pada Perbankan Syariah,” Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol. 5 No. 1
(2024), hal. 869.
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dengan prinsip kehati-hatian perbankan terhadap sekma pembiayaan yang berbasis

Kekayaan Intelektual.

Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum
Di dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan
ketertiban dan keadilan. Dalam membahas tujuan hukum, banyak perbedaan
pendapat di kalangan sarjana. Namun demikian, secara umum dapat disimpulkan
bahwa tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri.
Menurut L.J. van Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk mempertahankan
ketertiban masyarakat.*

Mempertahankan ketertiban artinya, hukum harus seimbang melindungi
kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Yang diantaranya
menurut Roscoe Pound terdapat kepentingan pribadi, kepentingan publik dan
kepentingan sosial. Peristiwa perjanjian antara debitur dan kreditur merupakan
pertemuan antara kepentingan pribadi. Maka dibutuhkan aturan hukum yang
dapat..memberikan - keseimbangan antara’ kepentingan-kepentingan diatas.
Pengaturan-yang " didalamnya ‘terdapat "keseimbanganantara" kepentingan-
kepentingan tersebut oleh Van Apeldoorn dikatakan sebagai pengaturan yang
adil.’®

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta

suatu kejelasan terhadap peratuan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum.

14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2013), him. 96.
15 Ibid., him. 97.
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Gagasan mengenai asas kepastian hukum pertama kali disebutkan oleh Gustav
Radbruch  dalam  bukunya vyang berjudul  “einfiihrung in die
rechtswissenschaften ”. la menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 nilai
dasar, yakni: (1) Keadilan, (2) Kemanfaatan; dan (3) Kepastian Hukum.®
Keberadaan asas kepastian hukum memiliki 2 peran yakni menciptakan
keadaan yang telah pasti hukumnya karena adanya kekuatan yang konkret bagi
hukum yang bersangkutan dan sebagai bentuk perlindungan bagi yustisiabel
(pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang
akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.’
Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh VVan Apeldoorn
bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum
dalam hal konkret dan keamanan/perlindungan hukum. Hal ini memiliki arti
bahwa asas kepastian hukum menjadi sarana bagi pihak yang mencari keadilan
agar dapat mengetahui apa yang menjadi hukum sebelum ia memulai suatu
perkara dan mengetahui perlindungan hukum bagi para pencari keadilan.®
2. TeoriHukum Jaminan dengan Prinsip Prudential Perbankan
Perbankan—selaku lembaga intermediasi “bagi .masyarakat, ‘berperan penting
dalam kelangsungan mobilitas ekonomi. Fungsi utama perbankan ialah sebagai

penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang

16 Mario Julyano dan Adityz Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian
Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum” Jurnal Crepido, Vol. 1 No. 1 (2019) hal
14.

17 Sudikno Mertokusuma, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1993), him. 2.
18 Mario Julyano dan Adityz Yuli Sulistyawan, Ibid., him. 14,
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pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional,
ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Diantara fungsinya sebagai penyalur dana, perbankan memiliki produk
kredit bagi para nasabah yang hendak berpiutang. Pengertian kredit sebagaimana
tercantum pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (11),
kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan
pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam membuat kesepakatan, perlu adanya perjanjian berkekuatan hukum
yang mengikat dan sebagai perlindungan kepentingan antara dua belah pihak.
Dalam perjanjian pinjam meminjam, perlu adanya jaminan sebagai wujud
penanggulangan risiko bagi kreditur apabila debitur tidak dapat menunaikan
prestasinya. Menurut Salim HS, sekumpulan kaidah-kaidah hukum yang
mengatur. hubungan pemberi jaminan dan penerima jaminan_yang berkaitan
dengan pembebanan jaminan untuk mendapat fasilitas-kredit," ialah hukum
jaminan.®

Menurut Prof M. Ali Mansyur, hukum jaminan adalah aturan yang
mengatur hubungan antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam

pemberian kredit. Ruang lingkup hukum jaminan meliputi jaminan umum dan

1% Hukum Online, “Yuk Pahami Hukum Jaminan dan Perjanjian Kredit di Indonesia”,
Artikel https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-hukum-jaminan-dan-perjanjian-kredit-
di-indonesia-1t5d9b211828ble/?page=2, akses 2 Juni 2024.



https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-hukum-jaminan-dan-perjanjian-kredit-di-indonesia-lt5d9b211828b1e/?page=2
https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-hukum-jaminan-dan-perjanjian-kredit-di-indonesia-lt5d9b211828b1e/?page=2
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jaminan Kkhusus. Jaminan umum adalah seluruh harta kekayaan debitur
sebagaimana yang diatur pada Pasal 1131 Kitab KUHPerdata yang menyatakan:
“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak miliki debitur, baik yang
sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan
perorangan debitur itu.” Jaminan umum berlaku secara umum meskipun tidak
membuat suatu perjanjian. Sedangkan jaminan khusus akan diikat secara khusus
dalam suatu perjanjian jaminan.?°

Kemudian dalam kaitannya perbankan memberikan fasilitas kredit, harus
menerapkan prinsip prudential atau kehati-hatian. Prinsip ini berfungsi untuk
mengantisipasi terjadinya kerugian bagi perbankan dalam memberikan kredit.
Prinsip yang digunakan diantaranya ialah prinsip 5C yakni: Character,
Capacity, Capital, Collateral dan Condition of enconomic. Kemudian dalam
perihal benda atau objek yang akan dijaminkan juga terdapat prinsip MAST
yakni: Marketability, Acertainbility, Stability of value dan Transferbility.

Sebagai penyempurnaan konsep teori hukum jaminan, peneliti juga
menghadirkan koherensi prinsip hukum jaminan pada umumnya dengan prinsip
jaminan pada hukum Islam atau syariah. “Yakni tentang tandasan atau doktrin
para ahli hukum figih dalam implementasi hukum jamian menurut Islam. Dalam
pembahasan tersebut, peneliti berusaha menemukan persamaan-persamaan
esensial antara dua prinsip tersebut sehingga menjadi pemahaman yang adaptif.

F. Metode Penelitian

20 Yetniwati, Taufik Yahya, Diana Amir dan Dwi Suryahartati, “Penyuluhan Hukum
Tentang Fungi Jaminan Fidusia Untuk Meningkatkan Perekonomian masyarakat Di Kelurahan Arab
Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi”, Jurnal Karya Abadi, Vol 4, No. 1, 1 Juni 2020.
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Penelitian adalah sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina
serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai apabila
seseorang berusaha memecahkan suatu masalah, secara sistematis, dengan metode-
metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah.?

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematis
dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami gejala hukum tertentu,
kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Metode akan
membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta
tujuan penelitian yang akan dicapai.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif yuridis. Menurut Philipus M. Hadjon,
penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang ditujukan untuk
menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap
pokok permasalahan.”?? Penelitian hukum normatif atau normatif yuridis
berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan
sebagai_ norma atau kaidah, yang _bersumber dari peraturan perundang-
undangan;” putusan pengadilan, “maupun- doktrin “dari—para “pakar hukum
terkemuka.

2. Sifat Penelitian

2L Ani Purwati, Meotde Penelitian Hukum Teori & Praktek, (Surabaya: Jakad Media
Publishing, 2020), him. 3.

22 philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum, (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2005), him. 3.
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Sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat prespektif dan terapan. Pada
penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, melainkan prespektif.
Karakter yang khas pada ilmu hukum membawa konsekuensi pada penelitian
hukum.?® Artinya bersifat prespektif ialah apa yang kemudian menjadi output
dari penelitian hukum adalah argumentasi hukum sebagai tolak ukur gambaran
tercapainya tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-
konsep hukum dan norma-norma hukum.

Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan
(statue approach) dan pendakatan konseptual (conceptual approach).
Pendekatan perundang-undangan dengan cara “menelaah dan menganalisis
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum
yang sedang dikaji.”?* Sedangkan pendekatan konseptual ialah pembangunan
konsep dalam penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin berkembang di dalam ilmu dan prinsip-prinsip hukum.?

. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian-hukum normatif hanyalah bertumpu
pada penelusuran dokumen hukum melalui kajian  Kepustakaan (library
research). Sumber rujukan datanya adalah data sekunder yang terdiri dari

bahan hukum primer, sekunder dan tersier.?

23 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Banten: UNPAM PRESS, 2018), him. 57-60.

24 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
25 Bachtiar, Ibid, him. 82-84.

26 Bachtiar, 1bid, him. 129.
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Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang otoritatif, artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer sendiri terdiri dari
perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan
pada penealitian ini ialah PP No. 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Serta
peraturan-peraturan terkait dalam upaya realisasi ide hukum pada PP a quo,
yakni meliputi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
penilai .

Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
menjadi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan
komentar-komentar atas putusan pengadilan.?’ Dalam hal ini peneliti
melaksankan wawancara pada pihak panel penilai DPD MAPPI Yogyaakrta.

5. Analisis'Data
Analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data
menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi

adalah makna dari hasil pencatatan.?® Kegunaan analisis data ialah

27 peter Mahmud Marzuki, Ibid, him. 181.

28 Prasetya lrawan, “Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan
Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula ”, (Jakarta: STIA LAN, 2000),
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mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir
dengan cara tertentu hingga relasi malasah penelitian dapat ditelaah dan diuji.
Sedangkan tujuannya ialah untuk menjawab masalah penelitian dan
membuktikan asumsi dasar penelitian; menyusun dan menginterpretasikan
data yang diperoleh.?®
G. Sistematika Pembahasan
Bab pertama, berisikan pendahuluan yang terdiri dari: pertama, latar belakang
masalah yang menjadi alasan akademik pada penelitian. Kedua, rumusan masalah
berupa rangkaian objek penelitian yang lebih spesifik. Ketiga, tujuan dan kegunaan
penelitian. Keempat, telaah pustaka yang menjadi bahan acuan dasar dalam
penelitian. Kelima, kerangka teoritik yang menjadi pisau analisis pada penelitian.
Keenam, metode yang digunakan dalam penelitian. Dan yang terakhir ialah
sistematika pembahasan penelitian.

Bab Kedua, yakni berupa pengembangan landasan teori lebih lanjut pada
kerangka teoritik yang digunakan. Yang berfungsi untuk mengangkat analisa dalam
suatu masalah. Bab ini akan menyajikan lebih lanjut mengenai.materi-materi dalam
teori kepastian-hukum dan teori hukum jaminan-kredit perbankan. Yang dengan dua
toeri tersebut akan menjadi pisau analisis pada penelitian hukum normatif terkait
fasilitas hukum pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual yang

berupa jaminan fidusia terhadap lembaga perbankan.

29 Bachtiar, 1bid.
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Bab Ketiga, dikarenakan objek dari penelitian hukum normatif adalah
pengkajian hukum itu sendiri. Maka di dalamnya akan membahas segala penjabaran
terkait prosedur, landasan hukum, dan regulasi teknis YouTube untuk dapat
dijadikan objek jaminan fidusia pada lembaga keuangan dengan sumber data baik
berbahan hukum primer maupun sekunder. Kemudian, pada bab ketiga akan juga
menjabarkan mekanisme seorang youtuber dapat meraih penghasilan dari
YouTube.

Bab Keempat, ialah pemaparan temuan-temuan peneliti dalam meneliti
terkait pemenuhan prinsip-prinsip, kaedah-kaedah dan asas-asas kepastian hukum
pada PP No. 24 Tahun 2022. Sebagai jawaban isu permasalahan aktualisasi kredit
perbankan pada objek jaminan fidusia berbasis Kekayaan Intelektual. Menyajikan
kontruksi berfikir peneliti dalam menjawab persoalan tersebut, baik diri sisi yuridis
maupun berdasarkan prinsip perbankan dalam memberikan fasilitas kredit.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup dari kajian penelitian. Yang isinya
adalah berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman dari
keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah.
Sedangkan saran” merupakan kritik, masukan; usul,” maupun rekomendasi yang

relevan dengan kesimpulan yang telah disajikan.



BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Upaya pemerintah dalam mendukung kegiatan ekonomi kreatif dengan
memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan dengan skema kekayaaan intelektual
sebagai objek jaminan pada lembaga perbankan, masih memiliki banyak hal yang
harus diuji, dikaji dan diteliti. Terbitnya PP No. 24 Tahun 2022 sebagai upaya teknis
untuk menyukseskan peraturan UU Hak Cipta yang mencantumkan bahwa Hak
Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, merupakan
langkah awal pemerintah yang patut diapresiasi.

PP No. 24 Tahun 2022 telah mengatur proses administrasi dan prosedural
pengajuan pembiayaan bagi pihak debitur dan langkah akseptasi pihak kreditur
untuk menerima pengajuan  tersebut secara intensif dan cenderung tidak
menimbulkan ketidakpastian hukum, melainkan memang membutuhkan proses
yang cukup. Meskipun dalam PP a quo telah mengatur substansi standarisasi
kekayaan intelektual,-layak ; dijadikan- sebagaiy objek - jaminan beserta metode
pendekatan penilaiannya. Dalam tahap [lebih lanjut pihak OJK masih berproses
untuk menetapkan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dalam peraturannya.

Diantara kendala yang harus dihadapi ialah belum stabilnya nilai ekonomis
pada kekayaan intelektual sebagai objek jaminan. Terlebih konten YouTube
sebagai aset tak berwujud juga membutuhkan banyak alternatif untuk menjaga
keamanan bendanya. Hal ini yang membuat pihak lembaga keuangan baik

perbankan dan nonperbankan berhati-hati dalam memberikan kreditnya.
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Berdasarkan hasil penelitian diatas, berikut beberapa saran bagi pemerintah dan

untuk peneliti selanjutnya:

1. Bagi Pemerintah, harus segera melengkapi beberapa instrumen peratuan agar

dapat mendukung terlaksananya maksud dari PP. No 24 Tahun 2022

diantaranya ialah:

a.

Menjelaskan lebih lanjut terkait jenis HKI apa saja yang dapat dijadikan
sebagai objek jaminan.

Merevisi Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 dan POJK
No0.40/POJK.03/2019, untuk mencantumkan HKI sebagai salah satu aset
yang dapat dinilai dengan perhitungannya.

Menciptakan lembaga khusus yang berfungsi khusus untuk mengelola,
menilai dan memasarkan terkait HKI apabila diperlukan sebagaimana di
negara lain juga menerapkannya.

Sebagai pijakan awal dan penuh pertimbangan, pemerintah perlu untuk
memberikan dana awal atau modal untuk dana pinjaman bagi pelaku
ekonomi'kreatif yang hendak menggunakan, kepada-beberapa perbankan
yang telah siap mengadopsi HKI sebagai objek jaminan. Sebagaimana di
negara lain juga menerapkannya.

Pihak Pemerintah agar dapat bekerja sama kepada organisasi MAPPI
(Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) untuk merancang, menentukan,
dan menerbitkan pedoman teknis dan standarisasi nilai HKI sebagai objek

jaminan.
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f. Pihak Pemerintah agar dapat memberikan sosialisasi secara lebih intens
terkait program pembiayaan berbasasis HKI kepada seluruh masyarakat,
terutama pelaku ekononi kreatif.

2. Bagi Peneliti selanjutnya, agar dapat memberikan definisi lebih lanjut dan
menjelaskan metode penilaian HKI sebagai objek jamian secara teknis dan

rigid, yang disertai dengan penjabaran landasan yuridis apabila telah tersedia.
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